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A. PENDAHULUAN  
 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas rahmat dan karuniaNyalah 

sampai dengan akhir semester II tahun 2024 PT BPRS Fajar Sejahtera Bali (FSB) dapat 

berjalan dengan baik walau dalam berjalannya usaha tidak terlepas dari kendala, dan 

permasalahan yang ada, baik secara internal maupun eksternal.  

PT BPRS Fajar Sejahtera Bali sebagai sebuah tim mulai percaya diri untuk lebih 

agresif menggarap pasar dan bersaing dengan para kompetitor lainnya. Perubahan proses 

internal, pembuataan produk baru, pembentukan SOP, pelatihan karyawan, rekrutmen 

karyawan baru yang telah dilakukan di tahun 2024 juga mampu membawa suasana kerja 

baru dan merubah ritme kerja menjadi lebih dinamis serta produktif pada semester II 

tahun 2024. Sampai saat ini terus berupaya untuk selalu berkomitmen dan konsisten 

dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan untuk melaksanakan Visi dan Misi 

yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. 

 
Nilai Perusahaan 

 Visi dan Misi Perusahaan : 

Visi :  

“Menjadi Lembaga keuangan Syariah yang Amanah, Terdepan, dan Tangguh” 

 

Misi : 

1. Menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat 

2. Menjadi lembaga keuangan syariah yang mengutamakan peningkatan 

produktifitas bagi Bank dan Nasabah. 

3. Meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan Islami. 

 
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut maka PT BPRS Fajar Sejahtera Bali 

berusaha untuk menerapakan tata kelola perusahaan (good corporate governance) pada 

setiap jenjang perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut diatur dalam dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah dilakukan perubahan pada Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Serta berdasarkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 



LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF 
ASSESSMENT) BPRS FAJAR SEJAHTERA BALI 

        
 

                            

Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Lima 

prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG, yaitu : 

a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. 

d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa 

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 

e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk tercapainya PT. BPRS FAJAR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini 

kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance ‐ GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar 

profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) 

prinsip dasar GCG. 
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Penjelasan Umum Laporan Penerapan Tata Kelola 

Berikut ini ringkasan atau penjelasan umum mengenai penerapan tata Kelola PT BPRS 

Fajar Sejahtera Bali pada periode Desember 2024 

Sandi BPRS  : 620026 

Nama BPRS  : PT BPRS Fajar Sejahtera Bali 

Periode  : Desember Tahun 2024 

 

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola 

Nilai Komposit Peringkat Komposit 

2,04 2 

Analisis 

PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki struktur tata Kelola seperti yang terdapat 

dalam POJK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 

Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu BPRS telah memiliki 1 Direktur Utama, 1 Direktur 

yang sekaligus merupakan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko, BPRS memiliki 2 Komisaris & 2 Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan. BPRS juga telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi 

Operasional, Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Legal, dan Pejabat Eksekutif yang 

menjalankan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Kekurangan Struktur Organisasi 

dalam BPRS adalah belum adanya Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit 

Internal dan Pejabat Eksekutif Bagian Pembiayaan, yang mana hal ini masih diupayakan 

oleh BPRS untuk mengangkat PE Audit Internal dalam waktu dekat untuk memenuhi 

kekosongan struktur organisasi BPRS tersebut.  

Secara keseluruhan, penerapan tata Kelola PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai Komposit dalam Penilaian Sendiri 

(Self Assesment) sebesar 2,04 dengan Peringkat Komposit 2 yaitu Baik maka BPRS telah 

menjalankan sebagian besar ketentuan Tata Kelola bagi BPRS walaupun ada beberapa hal 

yang masih perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian untuk menjadi lebih baik lagi, 

seperti pengembangan Core Banking System secara terus menerus agar dapat mendukung 

penerapan Tata Kelola Bank yang semakin baik dan penerapan Manajemen Risiko yang 

lebih akurat. 
 

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI 
1. Susunan Direksi BPRS Fajar 

Pada tahun 2018 terjadi pergantian Direksi yang dimana Septian Aribowo, SE 

selaku Direktur digantikan oleh Ida bagus Putu Swara Hamdani yang telah resmi 

dan disetujui sebagai Direktur Utama di BPRS Fajar oleh Otoritas Jasa Keuangan 

per tanggal September 2018. Dan pada bulan Oktober 2019 telah disetujui oleh 

OJK, direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Manajemen resiko yaitu 
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Brigita Chandra Adapun komposisi Direksi per September 2018 - Sekarang 

adalah: 
 

No Jabatan Nama 
Saham 

Lbr Nominal % 

1 Direktur Utama 
Ida Bagus Putu Swara 

Hamdani 
Nihil Nihil Nihil 

2 

Direktur yang 
membawahkan Fungsi 

Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko 

Brigita Chandra S.G.P. 

Nihil Nihil Nihil 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Tugas dan tanggung Jawab Direksi PT BPRS Fajar Sejahtera Bali adalah : 

a. Mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan fungsi manajemen 

Bank. 

b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang - 

undangan. 

c. Menerapkan prinsip - prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank untuk 

semua tingkatan atau jenjang organisasi. 

d. Mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 

dari Unit Internal Audit Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau hasil pengawasan dari 

otoritas lainnya. 

e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan, dan tepat waktu dan 

informasi kepada Dewan Komisaris. 

 

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Selama Tahun 2024 

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi 

juga selalu melaksanakan prinsip‐prinsip Good Corporate Governance dalam 

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat 

Direksi dilakukan secara intensif pada minggu pertama setiap bulan. Adapun 

beberapa hal yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  yang 

telah dilaksanakan oleh Direksi PT BPRS Fajar Sejahtera Bali diantaranya adalah  
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sebagai berikut: 

 
a. Saat ini BPRS telah memiliki 2 Direksi, yang mana salah satu nya adalah 

Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 

b. Direksi BPRS bertempat tinggal tidak jauh dari kantor PT BPRS Fajar 

Sejahtera Bali 

c. Seluruh Direksi PT BPRS Fajar Sejahtera Bali tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan Dewan Komisaris PT BPRS Fajar Sejahtera Bali. 

d. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan di Lembaga Jasa Keuangan Lain 

e. Direksi telah memiliki Tata Tertib dan Etika Kerja  Direksi yang telah disusun 

oleh Manajemen serta seluruhnya telah melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai Tata Tertib tersebut. 

f. Direksi menindaklanjuti temuan SPI (Satuan Pengendalian Internal) dengan 

memberikan arahan kepada masing-masing Divisi untuk melengkapi hasil 

temuan SPI. 

g. Direksi telah membuat SOP dan Kebijakan Internal terkait pelaksanaan 

operasional Bank, proses penggunaan produk dan layanan Bank serta 

kebijakan lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Direksi melaporkan laporan keuangan PT BPRS Fajar Sejahtera Bali secara 

berkala kepada Dewan Komisaris dan DPS serta pemegang saham pada 

RUPS rutin tahunan. 

i. Direksi telah menganggarkan biaya pelatihan sebesar minimal 3% untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan karyawan dalam bidang 

perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang 

berlaku. 

j. Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi yang dapat 

merugikan BPRS dan BPRS telah memiliki Kebijakan tentang Benturan 

Kepentingan. 

k. Seluruh DIreksi telah memiliki Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Keuangan Syariah dengan masa Sertifikat yang masih berlaku 

selama masa jabatannya. 

l. Memastikan penerapan Integritas Pelaporan Keuangan berjalan sesuai 

dengan ketentuan baik OJK maupun Standar Akuntansi yang berlaku. 
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C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 

 
1. Susunan Dewan Komisaris PT BPRS Fajar Sejahtera Bali  

 
Pada tahun 2020, terjadi penambahan Dewan Komisaris yaitu Djoko Budhi 

Setyawan yang telah resmi diangkat RUPS pada tanggal 20 November 2019 dan 

disetujui sebagai Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 16 Juni 2020. 

Adapun komposisi Dewan Komisaris Sekarang adalah 
  
 

No Nama 
Saham 

Lbr Nominal % 

1 I Made Marlowe Makaradhwaja Bandem Nihil Nihil Nihil 
2 Djoko Bhudi Setyawan Nihil Nihil Nihil 

 
2. Tugas dan Dan tanggung Jawab Dewan Komisaris 

 
1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha 

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis 

Bank. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan 

kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas 

Maksimum Pemberian Pembiayaan BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi auditor internal, auditor eksternal, Bank Indonesia, OJK, dan 

otoritas lain. 

5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah 

ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat 

membahayakan kelangsungan usaha Bank. 

6. Memastikan penerapan Integritas Pelaporan Keuangan berjalan sesuai 

dengan ketentuan baik OJK maupun Standar Akuntansi yang berlaku. 
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3. Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris 
 

 Pelaksanaan Pengawasan 
 

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut: 

a. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali memiliki 2 Komisaris yang menjabat 

sebagai Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sehingga jumlah 

tersebut tidak melebihi jumlah anggota  Direksi PT BPRS Fajar Sejahtera 

Bali. 

b. Paling sedikit 1 (satu) Komisaris telah bertempat tinggal di wilayah yang 

dekat dengan BPRS, walaupun salah satu Komisaris bertempat tinggal 

di wilayah Surabaya Jawa Timur tetapi hal tersebut tidak memutuskan 

koordinasi dengan Direksi dan SPI dalam hal pengawasan terhadap 

pelaksanaan operasional BPRS. 

c. sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dengan modal 

inti paling sedikit Rp 50 Miliar harus memiliki 1 Komisaris Independen, 

PT BPRS Fajar Sejahtera Bali belum memiliki kewajiban untuk memiliki 

Komisaris Independen di luar Dewan Komisaris yang telah terbentuk 

sebelumnya. 

d. Dewan Komisaris PT BPRS Fajar Sejahtera Bali diangkat dalam RUPS dan 

telah Lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) 

yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

e. Dewan Komisaris telah aktif melakukan rapat Komisaris dan Direksi 

dengan membuat notulensi rapat yang telah didokumentasikan dengan 

baik oleh BPRS. 

f. Setiap 3 bulan sekali/triwulanan Komisaris selalu memantau hasil 

temuan SPI dan memberikan arahan kepada SPI dalam rangka proses 

pemeriksaan/audit internal. 

g. Memastikan penerapan Integritas Pelaporan Keuangan berjalan sesuai 

dengan ketentuan baik OJK maupun Standar Akuntansi yang berlaku. 

 Rekomendasi Dewan Komisaris 
 

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi 

memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara 

lain: 
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a. Meningkatkan kinerja Bank agar target yang telah ditetapkan dan 

disetujui dalam Rencana Bisnis BPRS dapat dicapai. 

b. Pengembangan penerapan Manajemen Risiko dalam setiap kegiatan 

usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi dengan semakin 

berkembangnya skala organisasi dan jangkauan usaha Bank. 

c. Pemanfaatan anggaran pelatihan dengan pelatihan dan pendidikan 

yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan 

tingkat kebutuhan setiap unit kerja yang ada. 

d. Menjalankan penerapan APUPPT yang lebih intensif dengan melakukan 

penilaian terhadap profil risiko nasabah untuk meminimalisir terjadinya 

proses pencucian uang dan pendanaan terorisme pada PT BPRS Fajar 

Sejahtera Bali. 

 

D. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

 
1. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Fajar Sejahtera Bali  

 
Adapun komposisi Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Fajar Sejahtera Bali  adalah 

sebagai berikut: 
  
 

No Nama 
Saham 

Lbr Nominal % 

1 Edwar Ridwan, S. Ag, M. Kom Nihil Nihil Nihil 

2 Mahmudi, S.Ag, M. Si Nihil Nihil Nihil 

 
2. Tugas dan Dan tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 

1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada 

Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan 

dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.  

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi antara lain:  

a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;  

b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru 

BPRS yang belum ada fatwanya;  

c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; 

dan  
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d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja di BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.  

e. Memastikan penerapan Integritas Pelaporan Keuangan berjalan sesuai 

dengan ketentuan baik OJK maupun Standar Akuntansi yang berlaku. 

 

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 
 

Selama tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali memiliki 2 Dewan Pengawas Syariah yang 

tidak merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lain. 

b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Fajar Sejahtera Bali 

diangkat melalui RUPS dan pengangkatannya disetujui oleh Otoritas 

Jasa Keuangan. 

c. DPS mendapatkan fasilitas kerjja yang memadai untuk menjalankan 

tugasnya dalam penerapan prinsip syariah pada PT BPRS Fajar 

Sejahtera Bali. 

d. DPS telah melakukan tugas dan tanggug jawabnya dengan baik yaitu 

tercermin dari pemeriksaan pelaksanaan prinsip syariah di PT BPRS 

Fajar Sejahtera Bali dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 

pada berkas pembiayaan dan akad-akad produk dan layanan BPRS. 

e. DPS telah melakukan pengawasan syariah pada PT BPRS Fajar Sejahtera 

Bali dan melaporkan hasil pengawasan tersebut setiap Semesteran 

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi 

yang dapat merugikan BPRS. 

g. Memastikan penerapan Integritas Pelaporan Keuangan berjalan sesuai 

dengan ketentuan baik OJK maupun Standar Akuntansi yang berlaku. 

 

E. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
 

Sesuai dengan Peraturan SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan 

Tata Kelola bagi BPRS, Ketentutan Umum No.2, yaitu Penanganan Benturan 

Kepentingan, Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah 
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perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi 

pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak 

terkait dengan Bank. 

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif 

menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada 

benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka 

pihak‐pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan 

menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan 

berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan 

kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.  

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak‐pihak tertentu di 

luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan 

kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, 

antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku. 
 

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi 

dan Pejabat Eksekutif PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali harus menghindarkan diri dari 

pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. 

Dengan ketentuan umum sebagai berikut : 

a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap 

tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank 

atau mengurangi keuntungan Bank. 

b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan 

dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar 

prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank 

atau mengurangi keuntungan Bank. 

c. Penyediaaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank 

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) dan 

memperhatikan prinsip kehati‐hatian maupun perundang‐ undangan yang 

berlaku. Keputusan manajemen benar‐benar dilakukan secara independen 

tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan 

prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah 

peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap 
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memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris. 

d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus 

diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo 

keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik. 

e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus 

memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi 

risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan 

tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 

f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek 

pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi 

benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi 

keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan 

pencegahan/penghentian. 

g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan 

salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Good 

Corporate Governance. 

 

Tabel Benturan Kepentingan  

No. Nama dan Jabatan Pihak yang 

memiliki benturan 

kepentingan 

Nama dan Jabatan 

Pengambil Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

 Nilai 

Transaksi 

Keterangan 

- - - -  - - 
 

Dalam tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank. 

 
 

F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 

1. Fungsi Kepatuhan Bank 
 

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, 

maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Oleh 

karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta 

satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. 
 



LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF 
ASSESSMENT) BPRS FAJAR SEJAHTERA BALI 

        
 

                            

Adapun penerapan fungsi kepatuhan PT BPRS Fajar Sejahtera Bali pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

a. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki Direksi yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yg mana Direksi tersebut tidak 

membawahkan Bisnis (penyaluran dan penghimpunan dana) 

b. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT 

BPRS Fajar Sejahtera Bali telah Lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan yang 

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki pengetahuan 

tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan 

Manajemen Risiko yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan ketentuan internal Direksi. 

d. Direksi Kepatuhan beserta Pejabat Eksekutif PT BPRS Fajar Sejahtera Bali 

telah memastikan pemenuhan ketentuan baik eksternal maupun internal 

dengan melakukan evaluasi/pengkinian SOP dan SK internal dan telah 

memberikan sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan yang telah dibuat 

tersebut. 

 

2. Audit Internal 
 

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen 

mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. 

Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonominan 

nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit 

Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sesuai dengan 

Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi. 

Adapun penerapan fungsi kepatuhan PT BPRS Fajar Sejahtera Bali pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

a. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali belum memiliki Pejabat Eksekutif Audit 

Internal walaupun fungsi Audit Internal telah dilaksanakan oleh 1 staf 

Audit Internal BPRS. Hal ini menjadi perhatian bagi Direksi untuk pengisian 

Jabatan Pejabat Eksekutif Audit Internal. 
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b. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki Pedoman Kebijakan tentang 

Audit Internal sehingga pelaksanaan audit internal telah diatur di dalam 

ketentuan tersebut. 

c. Pelaksanaan fungsi audit internal telah berjalan cukup efektif mulai dari 

rencana/persiapan sampai dengan tindak lanjut temuan SPI dan laporan 

hasil pemeriksaan SPI dilaporkan kepada Direktur Utama serta 

ditembuskan kepada Komisaris. 

d. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali belum pernah melaporkan Laporan Khusus 

Hasil Internal terhadap temuan audit yang membahayakan BPRS karena 

selama tahun 2024 tidak terdapat Tindakan Fraud/penyimpangan yang 

dapat merugikan BPRS. 

 
 

3. Audit Ekstern 
 

Pada tahun 2024 Direksi telah mendapat persetujuan RUPS untuk menunjuk 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Dwi Haryadi Nugraha untuk melakukan General 

Audit untuk Tahun Buku 2024 yang mana Kantor Akuntan Publik tersebut telah 

terdaftar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.  BPRS setiap tahun telah dilakukan 

pemeriksaan Laporan Keuangan oleh KAP dan hasil dari pemeriksaan tersebut 

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu pelaporan sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 
G. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN 

1. Penerapan Manajemen Risiko  
 

Selama tahun 2024 ada beberapa hal yang terkait dengan Manajemen Risiko 

Bank yang dijelaskan sebagaimana berikut: 

a. Menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi pada setiap 

jenjang organisasi dan berfungsinya divisi independen,seperti SPI, Unit 

Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan. Selain itu dukungan TI dan 

ketrampilan karyawan di semua bidang-bidang terkait, diharapkan dapat 

mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional. 
 

b. Mendorong Risk rating Unit untuk selalu mempunyai budaya risiko dalam 

bertindak dan berperilaku dengan memperhatikan risiko-risiko yang akan 

dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan. 
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c. Melakukan pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan dengan berbagai 

teknik seperti maturity gap, daily cashflow, LDR dan stress-test ataupun 

simulasi terhadap perkembangan likuiditas Bank. 

 
 

 
2. Pengendalian Intern 

 
Dewan Komisaris dan Direksi Bank meyakini bahwa kinerja yang baik dan 

peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola 

perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem 

pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan 

kompleksitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem 

pengendalian internal yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan bahwa sistem 

pengendalian internal telah dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan 

pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang 

menunjang dalam upaya pengendalian internal. 

Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya baik 

dari Bagian Audit maupun Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Bank juga secara 

berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur 

yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk divisi bisnis maupun 

kebijakan dan prosedur untuk divisi pendukung. Temuan yang terkait dengan 

kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Manajemen dan 

segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko. 

 

H.  BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA  
 

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk 

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, 

monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi 

dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan 

ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 

 
Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau 

penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas 

Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati‐hatian 



LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF 
ASSESSMENT) BPRS FAJAR SEJAHTERA BALI 

        
 

                            

maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan 

permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun 

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh 

manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak 

lainnya. Berikut Tabel posisi BMPD Bank Per Desember 2024: 

 
  Posisi BMPD per tanggal Desember 2024 
 

 Modal Inti + Modal Pelengkap Rp  8.076.007.780,- 

(Terlampir) 

No. Jenis Nasabah Posisi BMPD 
Ketentuan OJK 

1 Pihak Terkait (10%) Rp.         807.600.778,- 
 

2 
Pihak Tidak Terkait  

- Individu 20% Rp.       1.615.201.557,- 

- Satu kelompok Peminjam (One Obligor) 30% Rp.       2.422.802.336,- 

 

 
Setiap bulan PT BPRS Fajar Sejahtera Bali melakukan pemantauan terhadap 

penyaluran dana baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait agar tidak terdapat 

Pelanggaran BPMD dan/atau Pelampauan BMPD. 

 

I. RENCANA STRATEGIS BANK (RENCANA BISNIS BANK) 
Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana 

pengembangan dan kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam jangka waktu tertentu  serta 

strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 

Sesuai dengan POJK Nomor 15 /POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah, BPRS wajib Menyusun Rencana Bisnis Bank yang paling sedikit memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

a. ringkasan eksekutif; 

b. strategi bisnis dan kebijakan; 

c. proyeksi laporan keuangan; 

d. target rasio dan pos keuangan; 

e. rencana penghimpunan dana; 

f. rencana penyaluran dana; 

g. rencana permodalan; 

h. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan 

sumber daya manusia; 
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i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPRS atau rencana penerbitan 

produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS; 

j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan 

k. informasi lainnya 

Dalam hal ini, PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah melakukan kewajiban untuk 

menyusun Rencana Bisnis Bank. RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 

Komisaris serta didukung oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan 

BPRS. Seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyusuan RBB BPRS telah 

dipenuhi oleh PT BPRS Fajar Sejahtera Bali termasuk pelaporan RBB yang dilaporkan 

melalui Aplikasi Apolo Otoritas Jasa Keuangan secara daring. Komisaris PT BPRS Fajar 

Sejahtera Bali juga telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis 

yang mana secara berkala setiap Semesteran (6 bulan  sekali) dilaporkan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan melalui Aplikasi Apolo Otoritas Jasa Keuangan secara daring. 

 

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐keuangan kepada 

stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan yang mana 

dipublikasikan kepada nasabah dengan cara diumumkan pada Papan 

Pengumuman di seluruh jaringan kantor BPRS dan telah melaporkannya kepada 

Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. PT BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki CBS (Core Banking System) yang 

memadai dalam penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan untuk 

transaparansi laporan keuangan BPRS. 

3. Bank telah Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan 

cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 

4. Bank telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan tata cara pengaduan nasabah 

dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. 

5. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor 

Akuntan Publik) kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

6. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan 

sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan 
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pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai 

hasil self assesment Bank 

 

K. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 

Posisi 31 Desember 2024, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPRS Fajar 

adalah sebagai berikut: 

No Nama 
Saham 

Lbr Nominal % 

1 I Made Marlowe Makaradhwaja Bandem Nihil Nihil Nihil 
2 Djoko Bhudi Setyawan Nihil Nihil Nihil 

 
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 

 
Posisi 31 Desember 2024, kepemilikan saham Direksi pada PT. BPRS Fajar adalah 

sebagai berikut ini: 

No Nama 
Saham 

Lbr Nominal % 
1 Ida Bagus Putu Swara Hamdani Nihil Nihil Nihil 

2 Brigita Chandra S.G.P. Nihil Nihil Nihil 

 

L. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN 

KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, 

DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK. 

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan 

keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, tetapi Direktur 

Memiliki Hubungan Keluarga dengan pemegang Saham Bukan Pengendali Bank. 

 
L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI KOMISARIS DAN 

DEWAN DIREKSI 

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi 
tahun 2024 adalah sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 

Kode Komponen Direksi Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah 

  Orang Jumlah (Rp) Orang Jumlah (Rp) Orang Jumlah (Rp) 

Remunerasi dan 
Fasilitas Lain 

2 397.491.893 2 178.132.500 2 55.419.000 
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M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH  
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah BPRS Fajar 
- Rasio Gaji Terendah, Tertinggi dalam skala perbandingannya Per Desember 2024 

Komponen Nilai Rasio 

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang 

terendah 
1.37 

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan 

Komisaris yang terendah 
1.25 

Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji 

anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah 
1.00 

Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah 1.96 

Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi 

yang tertinggi 
0.46 

Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 0.29 

 
 
 

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DEWAN DIREKSI 
Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat 

yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan 

didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting 

opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan 

pendapat tersebut. 

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh 

lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. 

Dewan Komisaris Bank BPRS telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, 

rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, dengan 

catatan sebagai berikut: 

No Nama 
Kehadiran 

(fisik) 

Teleconference 

(via digital) 

Total 

Kepesertaan 

Rapat 

1 I Made Marlowe Makaradhwaja B 3 - 100% 

2 Djoko Budi Setyawan - 3 100% 

 
Topik atau materi rapat yang dibahas adalah: 

 Rapat Hasil Pertanggungjawaban Keuangan 2023 dan Laporan Temuan SPI 

 Rapat Triwulanan Dengan SPI terkait hasil temuan SPI dan pembahasan APUPPT 
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 Rapat Triwulanan Komisaris dan Laporan Hasil Temuan SPI 

 

Rapat Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, rapat 

Dewan Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 antara lain: 

No Nama 
Kehadiran 

(fisik) 

Teleconference 

(via digital) 

Total 

Kepesertaan 

Rapat 

1 Edwar Ridwan, S. Ag, M. Kom 3 - 100% 

2 Mahmudi, S.Ag, M. Si - 3 100% 

 
Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:  

 Rapat Hasil Pengawasan Prinsip Syariah PT BPRS Fajar Sejahtera Bali 

 Rapat DPS dengan Direksi terkait Rencana Bisnis 

 Rapat Hasil Kinerja Keuangan tahun 2023 

 
 

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL 
Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, 

pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan 

kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. 

Selama tahun 2024 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan yang 

dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan 

operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan 

merugikan Bank. 

 
P. PERMASALAHAN HUKUM 

Selama tahun 2024 tidak ditemukannya permasalahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang 

mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank. 

 
 

 

 

 

 

 




